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ABSTRAK 
 

Negara Indonesia mempunyai kebijakan yang mengatur terkait persoalan 
KDRT, kebijakan tersebut dirumuskan dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang 
PKDRT. Adanya kebijakan ini tidak serta-merta menjadi ancaman bagi pelaku 
KDRT, itu terbukti dengan banyaknya kasus-kasus KDRT yang terjadi di 
Indonesia tiap tahunnya, seperti halnya yang diamati Penyusun terkait KDRT 
banyak terjadi di kota Yogyakarta, baik yang diamati lewat media massa maupun 
yang didapatkan di LSM atau Lembaga yang lebih khusus memperhatikan KDRT 
itu sendiri. Lembaga yang bertanggungjawab dalam penegakan hukum di wilayah 
hukum Kota Yogyakarta adalah Polresta Yogyakarta. Berangkat dari kegelisahan 
itulah Penyusun tertarik meneliti lebih dalam terkait persoalan penegakan hukum 
tindak pidana KDRT di Polresta Yogyakarta. Adapun permasalahan dari 
penelitian ini yang Penyusun paparkan adalah: bagaimana proses penyelidikan 
dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum 
tindak pidana KDRT serta faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 
KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta.  

Penyusun menggunakan  metode penelitian lapangan (field research), 
yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari Polresta Yogyakarta yang 
berupa data yang di dapat melalui wawancara dengan penegak hukum yakni Unit 
PPA Polresta Yogyakarta. Selain itu, di dukung pula dengan penelitian 
kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan dengan 
menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, maupun laporan hasil 
penelitian dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penegakan hukum 
tindak pidana KDRT. Pendekatan yang digunakan dalam Penyusunan ini adalah 
pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan dengan menelaah 
semua peraturan perundang-undangan yang bersangkut paut dengan permasalahan 
KDRT, serta pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan melakukan 
telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi. 
Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitik, yaitu penelitian untuk menyelesaikan 
masalah dengan cara mendeskripsikan masalah melalui pengumpulan data dalam 
bentuk kata-kata atau gambar, kemudian dianalisa sesuai dengan data yang 
Penyusun temukan di lapangan. 

Adapun hasil dari penelitian ini adalah proses penyelidikan dan 
penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta pada umumya sudah sesuai 
dengan UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, UU No. 2 Tahun 2002 tentang 
POLRI serta undang-undang lainnya. Ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan 
seperti memaksimalkan sosialisasi PKDRT serta bekerjasama dengan instansi atau 
lembaga terkait untuk meminimalisir terjadinya KDRT. Faktor yang 
menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta 
Yogyakarta yaitu faktor cemburu, faktor karena mempunyai PIL/WIL 
(selingkuhan), faktor ekonomi, karena ajaran agama memperbolehkan, faktor 
pendidikan rendah, faktor karena adanya perkawinan dini, kurang pemahaman 
terhadap agama yang dianut, serta adanya pihak ketiga (selingkuhan). 

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Unit PPA, KDRT. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, 

tenteram, dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. 

Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan Ketuhanan 

Yang Maha Esa dijamin oleh Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945.1 Untuk mencegah, melindungi korban, dan 

menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat 

wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan, dan penindakan pelaku 

sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Negara berpandangan bahwa segala bentuk 

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, adalah pelanggaran hak 

asasi manusia2 dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk 

diskriminasi.3 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

                                                 
1 Bunyi paragraf ke-1 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

2 Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak yang melekat dengan kuat di dalam diri 
manusia. Keberadaannya diyakini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan manusia. 
Meskipun kemunculan HAM adalah sebagai respon dan reaksi atas berbagai tindakan yang 
mengancam kehidupan manusia, namun sebagai hak, maka HAM pada hakekatnya telah ada 
ketika manusia itu ada di muka bumi. Majda El-Muhtaj, Hak Asasi Manusia dalam Konstitusi 
Indonesia dari UUD 1945 sampai dengan Amandemen UUD 1945 Tahun 2002, (Jakarta: 
Kencana, 2009), Cet. III, hlm. 6. 

3 Bunyi paragraf ke-4 penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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amandemen kedua menegaskan pada Pasal 28G ayat (1) “Setiap orang 

berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan 

harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat 

sesuatu yang merupakan hak asasi”.4 Selanjutnya pada Pasal 28H ayat (2) 

juga menegaskan “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan 

khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna 

mencapai persamaan dan keadilan”.5 Mengingat hal tersebut, maka 

pemerintah wajib melindunginya karena Negara Indonesia adalah negara 

hukum (rechtsstaat).6 

Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada tahun 2004 

telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Lahirnya Undang- Undang 

ini mengatur secara spesifik tindak pidana yang dilakukan oleh warga 

negara terkait kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang tentang 

Kekerasan dalam Rumah Tangga ini terkait erat dengan beberapa peraturan 

perundang-undangan lain yang sudah berlaku sebelumnya, antara lain, 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana serta Perubahannya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang 

                                                 
4 Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Repulik Indonesia Tahun 1945. 

5 Ibid, Pasal 28H ayat (2). 

6 Ibid, Pasal 1 ayat (3). 
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Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk 

Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on the Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women), dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 

1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Kekerasan telah menjadi fenomena sosial yang terjadi di mana-

mana, terutama masalah kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu 

masalah yang  sudah lama terjadi di tengah-tengah masyarakat mulai dari 

masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial 

tinggi. Kekerasan bukan saja terjadi dalam ruang publik, tetapi juga terjadi 

dalam ruang domestik (rumah tangga). Sebagian besar korban kekerasan 

dalam rumah tangga adalah perempuan, yaitu istri atau anak perempuan dan 

pelakunya biasanya adalah suami atau orang-orang yang tersubordinasi di 

dalam rumah tangga itu. 70% pelaku KDRT dilakukan oleh suami.7  

Berdasarkan dari data Rifka Annisa Women’s Crisis Center 

Yogyakarta (Rifka Annisa WCC Yogyakarta) menunjukkan sejak tahun 

2009 sampai dengan 2012, kekerasan dalam rumah tangga di Yogyakarta 

mencapai jumlah 1.256 kasus yang hampir setiap tahun selalu mengalami 

peningkatan. Pada tahun 2009 ada 285 kasus, tahun 2010 ada 321 kasus, 

tahun 2011 sebanyak 347 kasus, tahun 2012 ada 303 kasus, kondisi tersebut 

belum termasuk kasus-kasus yang tidak dilaporkan karena dianggap sebagai 

persoalan pribadi atau persoalan rumah tangga sehingga dianggap tidak 
                                                 

7 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 2. 
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layak dicampuri oleh orang lain termasuk aparat negara.8 

Lembaga di bawah naungan Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan 

Transmigrasi Yogyakarta yakni Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 

Keluarga (LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta mencatat bahwasannya di 

kota Yogyakarta data kasus kekerasan dalam rumah tangga tahun 2011-

2013 sebanyak 109, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 33 aduan, tahun 

2012 sebanyak 18 aduan kasus dan pada tahun 2013 telah ada sebanyak 58 

aduan kasus.9  

Tabel 1 
Kasus KDRT di Unit PPA Reskrim Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013 
No Tahun Jumlah Kasus KDRT 

1.  2011 37 
2.  2012 26 
3.  2013 39 

TOTAL 102 
Sumber data: Sat Reskrim Polresta Yogyakarta10 

Dari tabel yang tertera diatas terlihat bahwasannya total kasus 

KDRT yang terjadi di Kota Yogyakarta yang dilaporkan di Polresta 

Yogyakarta pada tahun 2011-2013 sebanyak 102 laporan kasus, pada tahun 

2011 yang dilaporkan sebanyak 37 laporan kasus. Pada tahun 2012 kasus 

yang dilaporkan yaitu 26 laporan kasus. Kasus yang dilaporkan pada tahun 

                                                 
8 Fifi Andriyani, “Kontribusi Rifka Annisa Womens’s Crisis Center Yogyakarta Dalam 

Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013, hlm. 2. 

9 Data diambil dari Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati 
Kota Yogyakarta saat Penelitian pada Hari Selasa Tanggal 8 April 2014. Bandingkan dengan 
http://www.antarayogya.com, “Kasus Perselingkuhan Dominasi KDRT di Yogyakarta”, diakses 
pada tanggal 1 Februari 2014. 

10 Data diambil dari Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta saat Penelitian pada 
Hari Rabu Tanggal 5 Maret 2014. 



 
 

5 

2013 yaitu sebanyak 39 laporan kasus. 

Bilamana dibandingkan dengan kasus kekerasan pelajar, sesuai 

data dari Polresta Yogyakarta tercatat tahun 2011 sebanyak 9 kasus, tahun 

2012 sebanyak 5 kasus, sampai memasuki bulan Mei 2013 sebanyak 5 

kasus,11 meningkatnya kasus kekerasan pelajar di Kota Yogyakarta harus 

ada penanganan yang intens dari pihak sekolah maupun orangtua, agar tidak 

terjadi kemerosotan akhlak para pelajar. Jadi ketika disandingkan data 

tentang kasus kekerasan pelajar dan kasus kekerasan dalam rumah tangga, 

yang lebih tinggi terlihat di kasus kekerasan dalam rumah tangga, oleh 

karena itu salahsatu penyebab Penyusun tertarik mengkaji tentang kasus 

KDRT yang terjadi di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

Akhir tahun 2013 yang lalu, ada seorang oknum PNS, BP (35), 

warga Gendeng, Baciro, Gondokusuman, Kota Yogyakarta dilaporkan oleh 

istrinya (Reni), lantaran telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga. 

Peristiwa penganiayaan tersebut berawal dari cek-cok antara ia dan 

suaminya, Kamis (10/10/2013). Akibat penganiayaan yang dilakukan, Reni 

menderita luka memar dan lebam di muka dan bagian bawah mata sebelah 

kiri, lalu istrinya melaporkan kasus penganiayaan tersebut ke Polresta 

Yogyakarta,12 itu merupakan salahsatu gambaran kasus kekerasan yang 

terjadi dalam lingkup rumah tangga.  

                                                 
11 http://www.harianjogja.com, “Angka Kekerasan Pelajar di Jogja Meningkat”, diakses 

pada tanggal 24 Februari 2014. 
12 http://www.sorotjogja.com, “Lakukan KDRT, Oknum PNS Dilapor ke Polisi oleh 

Sang Istri”, diakses pada tanggal 1 Februari 2014. 
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Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut Pasal 5 Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga terdiri dari kekeran fisik, kekerasan psikis, kekerasan 

seksual, dan penelantaran rumah tangga.13 

1. Kekerasan Fisik; 

Kekerasan fisik merupakan perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, 
jatuh sakit, atau luka berat. 14 

2. Kekerasan Psikis;  

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa 
tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. 15 

3. Kekerasan Seksual;  

Kekerasan seksual meliputi: 16  
a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang 

menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; 
b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup 

rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau 
tujuan tertentu. 

4. Penelantaran Rumah Tangga 

Pada pasal 9 disebutkan Penelantaran Rumah Tangga diantaranya:  

(1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah 
tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau 
karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, 
perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.  

(2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi 
setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan 

                                                 
13 Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga. 

14 Ibid, Pasal 6. 

15 Ibid, Pasal 7. 

16 Ibid, Pasal 8. 
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cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di 
dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali 
orang tersebut. 17 

Secara umum tindak kekerasan dalam rumah tangga sering pula 

berkaitan dengan instabilitas di rumah dan di masyarakat. Hal ini tampak 

dari tiga kategori sebagai berikut:18 

1. Kondisi kemiskinan akan mengakibatkan dilakukannya kekerasan, 
untuk menyalurkan dan agresi diarahkan kepada mereka yang lemah.  

2. Dalam masyarakat penuh instabilitas, budaya kekerasan akan 
berkembang.  

3. Dalam masyarakat bergolak karena perang, kekerasan merupakan 
bagian dari senjata yang digunakan untuk perang. 

Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta Bapak Ilyas 

mengatakan bahwasannya di kota Yogyakarta banyak terjadi kasus 

kekerasan dalam rumah tangga, itu terbukti karna banyak sekali kasus-kasus 

kekerasan dalam rumah tangga tersebut dilaporkan di Polresta Yogyakarta.19 

Dengan latar belakang masalah diatas, maka Penyusun tertarik 

untuk mengambil judul penelitian hukum mengenai “Penegakan Hukum 

Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di 

Polresta Yogyakarta Tahun 2011-2013)”. 

 

 

 

                                                 
17 Ibid, Pasal 9. 

18 Rika Saraswati, Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan dalam Rumah Tangga, 
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 18. 

19 Wawancara Penyusun dengan Bapak Ilyas (Wakil Kepala Sat Reskrim Polresta 
Yogyakarta) saat survey awal pada Hari Kamis tanggal 06 Februari 2014 di ruang kerja Wakil 
Kepala Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah merupakan sebuah acuan dalam penelitian agar 

hasilnya diharapkan sesuai dengan pokok permasalahan yang sedang 

dibahas. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka Penyusun merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta 

dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam 

rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta? 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan yang diharapkan Penyusun dalam Penelitian ini adalah untuk 

mengetahui proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Polresta Yogyakarta.  

2. Kegunaan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut:  

1. Secara Teoritis, Penyusun berharap karya tulis ilmiah ini dapat 

memberikan sumbangan pemikiran dan landasan teoritis bagi 

perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya, lebih 

khususnya ilmu hukum. 
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2. Secara praktis, menambah wawasan bagi Penyusun khususnya, 

dan para pembaca pada umumnya, termasuk menjadi masukan 

bagi pemerintah, dan aparat penegak hukum dalam mengambil 

langkah-langkah kebijakan yang tepat dan efisien dalam 

penanganan kekerasan dalam rumah tangga. 

 

D. Telaah Pustaka 

Keaslian penelitian dapat diartikan bahwa masalah yang dipilih 

belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya atau harus dinyatakan dengan 

tegas bedanya dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan20. Setelah 

melakukan penelusuran terhadap literatur yang ada, adapun Penyusun 

menemukan beberapa skripsi yang membahas tentang kekerasan dalam 

rumah tangga baik secara umum maupun secara khusus yang Penyusun 

ketahui adalah sebagai berikut: 

Skripsi yang berjudul “Upaya Penanggulangan Kejahatan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Oleh Penegak Hukum Militer”, karya 

Nasrawati, menyimpulkan ada beberapa faktor penyebab terjadinya 

kejahatan kekerasan dalam rumah tangga di kalangan Militer diantafanya : 

(1) orang ketiga; (2) Faktor Ekonomi; (3) Minuman keras; dan terakhir (4) 

Terdesak, Tersiksa dan Terpaksa. Letak perbedaannya adalah, karya 

Nasrawati menitikberatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan KDRT serta upaya yang dilakukan aparat penegak hukum militer 
                                                 

20 Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, (Jakarta: 
Gramedia, 2001), hlm. 18. 



 
 

10 

dalam menanggulangi kejahatan KDRT di kalangan militer,21 sedangkan 

karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses penyelidikan dan 

penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja yang 

menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda.  

Skripsi yang berjudul “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)”, karya Irma 

Syahfitri, pada ending akhirnya menyimpulkan bahwa kasus-kasus 

kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi diwilayah hukum Polres 

Lamongan banyak menimpa wanita antara usia 21 sampai dengan 30 tahun. 

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga 

yang terjadi diwilayah hukum Polres Lamongan di antaranya terjadi karena 

faktor fisik, ekonomi, dan kecenderungan sebagian masyarakat yang 

menganggap kekerasan dalam rumah tangga adalah hal yang tabu untuk 

dipublikasikan, upaya yang dilakukan Polres Lamongan di ataranya dengan 

perlindungan hukum dan kekeluargaan. Letak perbedaannya adalah, karya 

Irma Syahfitri menitikberatkan faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kejahatan KDRT serta upaya yang dilakukan Polres Lamongan dalam 

mengungkap kasus-kasus kejahatan KDRT di wilayah hukum Polres 

Lamongan,22 sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses 

                                                 
21 Nasrawati, “Upaya Penanggulangan Kejahatan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

Oleh Penegak Hukum Militer”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar, 2013.  

22 Irma Syahfitri, “Upaya Polri Dalam Mengungkap Kekerasan Dalam Rumah 
Tangga/KDRT (Studi Di Polres Lamongan)”, Skripsi Fakultas Hukum Universitas Brawijaya 
Malang, 2007. 
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penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja 

yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta 

Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda. 

Skripsi yang berjudul “Kontribusi Rifka Annisa Womens’s Crisis 

Center Yogyakarta Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”, karya Fifi Andriani, memberikan arahan bagaimana represif 

(penindakan) LSM Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam menangani 

kekerasan dalam rumah tangga serta bagaimana upaya hukum yang 

dilakukan Rifka Annisa WCC Yogyakarta dalam penanganan tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, dalam kesimpulannya menyebutkan 

bahwasannya kekerasan yang di tangani oleh Rifka Annisa WCC 

diantaranya kekerasan terhadap istri (KTI), kekerasan dalam pacaran (KDP), 

kekerasan dalam kelurga (KDK), pelecehan seksual, dan pemerkosaan. 

Letak perbedaannya adalah, Fifi Andriani menitikberatkan peran LSM, 

dalam hal ini Rifka Annisa WCC Yogyakarta, metode yang digunakan 

yakni penelitian lapangan (field research),23 sedangkan karya Penyusun 

menitikberatkan bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan Polresta 

Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya KDRT 

di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus 

(lokasinya) juga berbeda, metode yang digunakan yakni penelitian lapangan 

(field research) didukung oleh penelitian kepustakaan (library research). 

                                                 
23 Fifi Andriani, “Kontribusi Rifka Annisa Womens’s Crisis Center Yogyakarta Dalam 

Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN 
Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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Skripsi yang berjudul “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta 

Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga”, karya Ardian,24 menyimpulkan bahwasannya implementasi yang 

dilakukan Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT sudah 

sesuai dengan UU PKDRT namun ada beberapa pasal yang belum 

sepenuhnya dipenuhi diantaranya Pasal 10 poin D perihal mendapatkan 

bantuan hukum pada proses pemeriksaan dan Pasal 12 poin C tentang 

sosialisasi dan advokasi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Letak 

perbedaannya adalah, Ardian menitikberatkan implementasi Polda DIY 

dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT serta kendala yang dihadapi 

Polda DIY dalam penegakan hukum tindak pidana KDRT, metode yang 

digunakan yakni penelitian lapangan (field research) serta menggunakan 3 

pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach) dan pendekatan sejarah (history 

approach). Sedangkan karya Penyusun menitikberatkan bagaimana proses 

penyelidikan dan penyidikan Polresta Yogyakarta serta faktor-faktor apasaja 

yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah hukum Polresta 

Yogyakarta. Selain substansinya berbeda, lokus (lokasinya) juga berbeda, 

metode yang digunakan yakni penelitian lapangan (field research) didukung 

oleh penelitian kepustakaan (library research) serta menggunakan 2 

pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (statute approach) dan 

                                                 
24 Ardian, “Peran Polda Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Penegakan Hukum Tindak 

Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan 
Kalijaga Yogyakarta, 2013. 
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pendekatan kasus (case approach). 

Sehingga pada akhirnya Penyusun berkesimpulan bahwasanya 

penelitian atau Penyusunan tentang “Penegakan Hukum Tindak Pidana 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Polresta Yogyakarta 

Tahun 2011-2013)” ini belum ada yang menelitinya dan tidak diragukan 

keasliannya.  

 

E. Kerangka Teoretik 

Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 

segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, karena Negara 

Indonesia adalah negara hukum (rechtsstaat).25 

Kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai sifat 

(hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.26 Istilah 

“kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai 

“perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau 

matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 

lain”. 

Kata ‘kekerasan’ merupakan padanan kata ‘violence’ dalam bahasa 

Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. Violence dalam 

bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik 

                                                 
25 Lihat bunyi Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Tahun 1945. 

26 WJS. Purwodarminto, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 
1984), hlm.489. 
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maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan kata ‘kekerasan’ 

dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan 

secara fisik semata.27  

Konsep kekerasan dalam  rumah tangga diadopsi dari konsep 

Domestic Violence, yang pada prinsipnya adalah penyalahgunaan kekuasaan 

seseorang untuk mengontrol pihak lain yang tersubordinasi yaitu berada 

dalam posisi atau kedudukan tidak setara dan berada di bawah kekuasaan 

pihak lainnya, sehingga menimbulkan rasa takut. 28 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan 

bahwasannya kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan 

terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya 

kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikilogis, dan / atau 

penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, 

pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam 

lingkup rumah tangga.29 

Pada bagian konsiderans30 dijelaskan, Undang-undang Nomor 23 

                                                 
27 Mansour Faqih, ‘Perkosaan dan Kekerasan Analisis Gender’, dalam Eko Prasetyo dan 

Suparman Marzuki, Perempuan dalam Wacana Perkosaan, (Yogyakarta: PKBI, 1997), hlm.7. 

28 Aroma Elmina Martha, “Perempuan, Kekuasaan dan Hukum”, (Yogyakarta: UII 
Press, 2003), hlm. 31. 

29 Pasal 19 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga.  

30 Konsiderans adalah pertimbangan yang akan menjadi dasar penetapan suatu 
keputusan atau peraturan. Lihat M. Marwan dan Jimmy P., “Kamus Hukum Dictionary of Law 
Complete Edition”, (Surabaya: Reality Publisher, 2009), hlm. 376. 
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Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

dibentuk dengan beberapa pertimbangan, di antaranya : 

1. Setiap warga negara berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari 
segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun1945; 

2. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, 
merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap 
martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapus; 

3. Korban kekerasan dalam rumah tangga, yang kebanyakan adalah 
perempuan, harus mendapat perlindungan dari negara dan / atau 
masyarakat agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan 
martabat kemanusiaan; 

4. Dalam kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga banyak 
terjadi, sedangkan sistem hukum di Indonesia belum menjamin 
perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. 31 

 
Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah menentukan ruang lingkup rumah 

tangga, yang dimaksud dalam Undang-undang ini, yaitu meliputi: 

a. Suami, istri, dan anak. 
b. Orang-orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan orang 

lain sebagaimana dimaksud pada huruf  a karena hubungan darah, 
perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam 
rumah tangga, dan  

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah 
tersebut.32 

Pasal 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menyebutkan tujuan 

dihapuskannya kekerasan dalam rumah tangga yaitu sebagai berikut: 

                                                 
31 Lihat “konsiderans” Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, lihat juga Aziz Syamsuddin, “Tindak  Pidana  
Khusus”,(Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 101. 

32 Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang  Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 
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a. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga; 
b. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga; 
c. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga; 
d. Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.33 

Konstitusi Negara Kesatuan Rebublik Indonesia yakni Undang-

undang Dasar Tahun 1945 Amandemen kedua Pasal 30 Ayat (4) 

menyebutkan bahwasannya “Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai 

alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas 

melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum”34 

demi untuk pemeliharaan keamanan dalam negeri melalui upaya 

penyelenggaraan fungsi kepolisian yang meliputi pemeliharaan keamanan 

dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, 

dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan oleh Kepolisian Negara 

Republik Indonesia selaku alat negara yang dibantu oleh masyarakat dengan 

menjunjung tinggi hak asasi manusia.35  

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara 

Republik Indonesia pada Pasal 13 menyebutkan bahwasannya Tugas pokok 

Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah: (1) Memelihara keamanan 

dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan 

perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.36 

Pasal 14 ayat (1) menjelaskan bahwasannya dalam melaksanakan 
                                                 

33 Ibid, Pasal  4. 

34 Lihat bunyi Pasal 30 ayat (4) Undang-undang Dasar Tahun 1945. 

35 Lihat bunyi konsiderans point b Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

36 Ibid, Pasal 13. 
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tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia bertugas :  

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap 
kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;  

b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, 
ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;  

c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, 
kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap 
hukum dan peraturan perundang-undangan;  

d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;  
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;  
f. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap 

kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk 
pengamanan swakarsa;  

g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana 
sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan 
lainnya;  

h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, 
laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas 
kepolisian;  

i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan 
lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk 
memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak 
asasi manusia;  

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum 
ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;  

k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan 
kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta  

l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan.37 

Salahsatu tugas pokok Kepolisian Republik Indonesia seperti yang 

termuat dalam Pasal 14 ayat (1) poin g diatas berbunyi “Melakukan 

penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan 

hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;38 termasuk 

didalamnya melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus 

                                                 
37 Ibid, Pasal 14 ayat (1). 

38 Ibid, Pasal 14 ayat (1) poin g. 
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kekerasan dalam rumah tangga.  

Setelah lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang 

Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Kepolisian Negara 

Republik Indonesia juga diamanatkan tugas dan kewajiban untuk 

menegakkan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yakni 

pada Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 20.  

Ketentuan Pasal 16 ayat 1 dan 2 berbunyi:39 

(1) Dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam terhitung sejak 
mengetahui atau menerima laporan kekerasan dalam rumah tangga, 
kepolisian wajib segera memberikan perlindungan sementara pada 
korban. 

(2) Perlindungan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 
paling lama 7 (tujuh) hari sejak korban diterima atau ditangani. 

Ketentuan Pasal 17 berbunyi:40 

Dalam memberikan perlindungan sementara, kepolisian dapat bekerja sama 
dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau 
pembimbing rohani untuk mendampingi korban. 

Ketentuan Pasal 18 berbunyi:41 

Kepolisian wajib memberikan keterangan kepada korban tentang hak korban 
untuk mendapat pelayanan dan pendampingan. 

Ketentuan Pasal 19 berbunyi:42 

Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau 
menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. 

 

                                                 
39 Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 

40 Ibid, Pasal 17. 

41 Ibid, Pasal 18. 

42 Ibid, Pasal 17. 
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Ketentuan Pasal 20 berbunyi:43 

Kepolisian segera menyampaikan kepada korban tentang: 
a. identitas petugas untuk pengenalan kepada korban; 
b. kekerasan dalam rumah tangga adalah kejahatan terhadap martabat 

kemanusiaan; dan 
c. kewajiban kepolisian untuk melindungi korban. 

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana, pada Pasal 1 ayat 5 menjelaskan 

bahwasannya penyelidikan adalah “serangkaian tindakan penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 

yang diatur dalam undang-undang ini”.44 Sedangkan ketentuan yang 

menjelaskan terkait Penyidikan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 

1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terletak pada 

BAB XIV bagian kesatu yakni di Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 

105.45  

Sedangkan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam 

hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari 

serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang 

tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.46 Perihal  

                                                 
43 Ibid, Pasal 20. 

44 Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. Lihat juga di Pasal 1 ayat 9 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang 
Kepolisian Negara Republik Indonesia. 

45 Lihat bunyi Pasal 102, Pasal 103, Pasal 104 dan Pasal 105 Undang-undang Nomor 8 
Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

46 Pasal 1 ayat 2 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana.  
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ketentuan yang menjelaskan terkait penyidikan dalam Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

terletak pada BAB XIV bagian kedua yakni di Pasal 106, Pasal 107, Pasal 

108, Pasal 109, Pasal 110, Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 

115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 

122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 126, Pasal 127, Pasal 128, Pasal 129, Pasal 

130, Pasal 131, Pasal 132, Pasal 133, Pasal 134, Pasal 135 dan Pasal 136.47  

Hukum dan penegakan hukum adalah satu kesatuan yang tak dapat 

dipisahkan, keduanya harus bisa berjalan secara sinegis. subtansi hukum 

yang termuat dalam berbagai peraturan perundangan hanya akan menjadi 

sampah tanpa ditopang dengan sistem hukum serta budaya hukum48 yang 

tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.  

Hans Kelsen dalam bukunya tentang “General Theory of Law and 

State” yang dikutip oleh Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at menjelaskan 

bahwasannya hukum adalah tata aturan (order) sebagai suatu sistem aturan-

aturan (rules) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak 

menunjuk pada satu aturan tunggal (rule), tetapi seperangkat aturan (rules) 

yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu 

sistem. Konsekwensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika 

                                                 
47 Ibid, Pasal 106 sampai dengan Pasal 136. 

48 Budaya hukum (legal culture) oleh Lawrence Friedman didefinisikan sebagai 
“sejumlah gagasan, nilai, harapan dan sikap terhadap hukum dan institusi hukum yang sebagian 
bersifat publik atau beberapa bagian berada di wilayah publik”. Peter De Cruz, Perbandingan 
Sistem Hukum, Alih Bahasa oleh Narulita Yusron, (Jakarta: Nusa Media, 2010), hlm. 7.  
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hanya memperhatikan satu aturan saja.49  

Lawrence M. Friedman pada tahun 1975 dalam tulisannya yang 

dikutip oleh Achmad Ali mengatakan, dalam membahas tentang hukum dan 

sistem hukum, maka di dalamnya senantiasa terdapat tiga komponen 

penting, diantaranya sebagai berikut:  

1. Struktur hukum, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada 

beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para 

polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para 

hakimnya, dan lain-lain.  

2. Substansi hukum, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan 

asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk 

putusan pengadilan.  

3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-

keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik 

dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang 

hukum dan berbagai fenomena yan berkaitan dengan hukum.50 

Dalam Penyusunan skripsi ini penyusun akan menggunakan teori 

penegakan hukum seperti yang dipaparkan Lawrence M. Friedman diatas. 

 

 

                                                 
49 Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, (Jakarta: 

Sekretariat Jenderan dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), hlm. 13.  
50 Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan 

(Judicialprudence) termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence), Vol. 1, (Jakarta: 
Kencana, 2009), hlm. 204. 
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F. Metode Penelitian 

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan 

hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna 

menjawab isu hukum yang dihadapi. Penelitian hukum dilakukan untuk 

menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam 

menyelesaikan masalah yang dihadapi. Adapun metode penelitian yang 

digunakan oleh Penyusun dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Jenis Penelitian  

Berdasarkan pada judul dan perumusan masalah yang 

Penyusun paparkan, maka jenis penelitian yang digunakan dalam 

membahas dan menyusun skripsi ini adalah penelitian lapangan (field 

research), yaitu penelitian yang obyeknya langsung berasal dari 

Polresta Yogyakarta berupa data yang didapat melalui wawancara 

dengan Sat Reskrim Polresta Yogyakarta yang menangani terkait kasus 

kekerasan dalam rumah tangga dan diperkuat dengan dokumen-

dokumen, arsip-arsip yang ada di Polresta Yogyakarta.  

Selain penelitian lapangan (field research), data tersebut juga 

dilengkapi serta diperkuat dengan data yang diperoleh melalui penelitian 

kepustakaan (library research), yaitu penelitian yang dilaksanakan 

dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik berupa buku, 

catatan, maupun laporan hasil penelitian dari penelitian terdahulu51 yang 

berkaitan dengan topik yang dikaji.  
                                                 

51 M. Iqbal Hasan, Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya, (Jakarta: 
Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 11. 
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2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptis-analistik. Deskriptif yaitu 

menguraikan fakta-fakta, situasi-situasi atau kejadian-kejadian.52 

Sedangkan pengertian deskriptis analistik yaitu memaparkan secara 

sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai 

sumber53 untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh 

hasil sebagai kesimpulan dari kajian mengenai bagaimana proses 

penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta 

dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga 

serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

3. Sumber Data 

Sumber data merupakan subjek dimana data dapat diperoleh.54 

Adapun sumber data yang Penyusun pakai dalam penelitian ini yakni :  

a. Data primer adalah data yang diambil langsung dari subyek 

penelitian. Adapun subyek/responden dalam penelitian ini adalah 

aparat penegak hukum yang berada di Polresta Yogyakarta. 

b. Data sekunder berupa bahan-bahan kepustakaan, dokumen- 

dokumen, statistik dan arsip-arsip yang berkaitan dengan tema 

yang diteliti, baik yang didapat pada Polresta Yogyakarta atau 

                                                 
52 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 51. 

53 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 
1998), hlm. 130. 

54 Ibid, hlm. 102. 
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lainnya.   

Dalam Penyusunan ini Penyusun menggunakan bahan hukum 

diantaranya:  

a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, 

diantaranya: (1) Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen; 

(2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia; (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; (4) 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban; (5) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

(6) Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional 

Anti Kekerasan Terhadap Perempuan; (7) Peraturan Pemerintah 

Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama 

Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;. 

b. Bahan hukum sekunder, yang memberikan penjelasan menganai 

bahan hukum primer, seperti rancangan UU, hasil-hasil penelitian, 

hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya. 

c. Bahan Hukum Tertier, yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder; 

seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya. 

4. Pendekatan Penelitian 

Terdapat beberapa pendekatan yang dikenal dalam penelitian 
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hukum, yaitu pendekatan undang-undang (statute approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan sejarah (history 

approach), pendekatan komparatif (comparative approach), dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach).55 Dari 5 pendekatan 

diatas Penyusun mengambil 2 pendekatan, diantaranya pendekatan 

undang-undang (statute approach) dan pendekatan kasus (case 

approach).  

Pendekatan undang-undang (statute approach) dilakukan 

dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang 

bersangkut paut dengan permasalahan yang diangkat dalam Penyusunan 

skripsi ini yakni proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

Pendekatan kasus (case approach) digunakan dengan melakukan 

telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang 

dihadapi yakni proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan 

Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya 

kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Sesuai dengan sifatnya, maka pengumpulan data dalam 

                                                 
55 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 22. 
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penelitian ini, dilakukan dengan jalan mengadakan penelusuran dan 

penelaahan terhadap sumber-sumber data yang disebutkan di atas, baik 

yang berupa data primer, data sekunder maupun data tersier.  

6. Analisis Data  

Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi dalam bukunya yang 

berjudul “Metode Penelitian Survei” menjelaskan bahwasannya 

analisis data merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk 

yang mudah dibaca dan diinterpretasikan.56 Penyusun menggunakan 

metode analisis deskriptif, yakni usaha untuk mengumpulkan dan 

menyusun suatu data, kemudian dilakukan analisis terhadap data 

tersebut.57 Data yang telah terkumpul, selanjutnya dianalisa dengan 

menggunakan metode deduktif, yaitu cara berfikir yang berangkat dari 

teori atau kaidah yang ada. Metode ini digunakan untuk menganalisis 

proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta 

Yogyakarta dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa saja yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Polresta Yogyakarta. 

 

 

                                                 
56 Masri Singarimbun dan Sofyan Efendi, Metode Penelitian Survei, (Jakarta: LP3ES, 

1989), hlm. 263. 

57 Winarno Surachman, Pengantar Penelitian Ilmiah: Dasar, Metode, dan Teknik, 
(Bandung: Tarsito, 1990), hlm. 139. 
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G. Sistematika Pembahasan 

Bagian awal yang termaktub dalam laporan skripsi ini adalah hal-

hal yang bersifat normatif dan non-subtansial seperti lembar pengesahan, 

kata pengantar, dan lain-lain. Namun secara keseluruhan laporan skripsi ini 

Penyusun mengelompokkan ke dalam lima bab, yang secara garis besar 

dijabarkan sebagai berikut :  

BAB I, adalah bagian pendahuluan, berisi uraian tentang latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tinjauan 

pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika Penyusunan. 

BAB II, membahas tentang gambaran umum tentang tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga, di antaranya membahas terkait definisi 

tindak pidana, definisi kekerasan, definisi kekerasan dalam rumah tangga, 

bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, faktor-faktor umum yang 

mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga serta upaya 

penanganan kekerasan dalam rumah tangga. 

BAB III, membahas tentang tugas dan kewenangan Polresta 

Yogyakarta dalam penanganan kekerasan dalam rumah tangga yang 

meliputi pembahasan mengenai gambaran umum Polresta Yogyakarta dan 

tugas serta wewenang Polresta Yogyakarta dalam penanganan kekerasan 

dalam rumah tangga.  

BAB IV, membahas tentang penegakan hukum tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di Polresta Yogyakarta, sekaligus menjawab 

permasalahan yang melatarbelakangi penelitian ini diadakan, yaitu proses 
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penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, 

pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Polresta Yogyakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, serta 

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kekerasan 

dalam rumah tangga di wilayah hukum Polresta Yogyakarta. 

BAB V, membahas tentang penutup, merupakan akhir dari 

Penyusunan yang berisi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Di 

bagian akhir dari laporan ini, Penyusun juga melampirkan berbagai lampiran 

yang merupakan unsur dari kelengkapan laporan skripsi. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan semua uraian yang telah dijelaskan pada bab-bab 

terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses Peyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan Unit Pelayanan 

Perempuan dan Anak Sal Reskrim Polresta Yogyakarta sudah sesuai 

dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-undang Nomor 2 Tahun 

2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) terutama pada BAB XIV bagian penyelidikan Pasal 

102 sampai Pasal 105 serta BAB XIV bagian penyidikan Pasal 106 

sampai Pasal 136. 

2. Dari hasil penelitian ditemukan ada berbagai macam faktor yang 

menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di wilayah 

hukum Polresta Yogyakarta diantaranya adalah: faktor cemburu, faktor 

karena mempunyai PIL / WIL (selingkuhan), faktor ekonomi, faktor 

karena ajaran agama si pelaku yang membolehkan memukul istri, faktor 

pendidikan rendah. Selain itu juga ada faktor karena adanya perkawinan 

dini, pemahaman dia terhadap agama yang dianut, dan adanya pihak 

ketiga (selingkuhan), serta yang paling dominan dari faktor penyebab 
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kekerasan dalam rumah tangga diatas adalah karena faktor ekonomi. 

Seperti penyebab KDRT karena faktor ekonomi dari data Polresta 

Yogyakarta sebanyak 80 laporan kasus dan penyebab KDRT karena 

faktor ekonomi dari data Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga 

(LK3) Sekar Melati Kota Yogyakarta sebanyak 50 aduan kasus. 

 

B. Saran-Saran 

1. Agar lebih berkualitas lagi dalam penegakan hukum, Sat Reskrim 

Polresta Yogyakarta harus lebih intens mengadakan pelatihan-pelatihan 

untuk anggota kepolisian di Sat Reskrim Polresta Yogyakarta, 

khususnya di Unit PPA, karena dengan ilmu yang didapatkan dalam 

pelatihan-pelatihan tersebut bisa lebih meningkatkan kualitas nilai dan 

produk dari proses penegakan hukum itu sendiri.  

2. Diperlurlukan adanya skema penanganan kasus di Polresta Yogyakarta 

dari tahun ke tahun yang dipasang di area Sat Reskrim Polresta 

Yogyakarta agar peneliti atau publik mengetahui perkembangan 

penanganan kasus yang dilakukan Polresta Yogyakarta dari tahun ke 

tahun. 

3. Diperlukan peningkatan penyuluhan hukum yang dilakukan di wilayah 

hukum Polresta Yogyakarta, khususnya penyuluhan hukum mengenai 

kekerasan dalam rumah tangga atau penyuluhan Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, agar lebih diketahui oleh masyarakat luas. 



 
 

141 

4. Untuk masyarakat umum di kota Yogyakarta, bilamana telah terjadi 

tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, maka terlebih dahulu 

bicarakanlah dari hati ke hati terkait apa persoalannya, dan cobalah 

selesaikan dengan kepala dingin, bilamana itu sudah mentok karena ada 

tekanan-tekanan secara fisik atau mental, maka laporkanlah peristiwa 

tersebut di Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta. 
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INTERVIEW GUIDE 

Ketua Unit PPA Sat Reskrim Polresta Yogyakarta 

 

1. Bagaimana proses penyelidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana KDRT? 

2. Bagaimana proses penyidikan yang dilakukan Polresta Yogyakarta dalam 

penegakan hukum tindak pidana KDRT? 

3. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah 

hukum Polresta Yogyakarta? 

4. Apasaja tugas dan wewenang Polresta Yogyakarta? 

5. Apasaja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga itu? 

6. Apa tugas serta wewenang Polresta Yogyakarta dalam penegakan hukum 

kekerasan dalam rumah tangga? 

7. Bagaimana kerjasama Polresta Yogyakarta dengan Pihak lain dalam 

penegakan hukum KDRT? 

8. Bagaimana bentuk perlindungan yang dilakukan Polresta Yogyakarta 

terhadap korban KDRT? 

9. Bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan Polresta Yogyakarta terhadap 

pelaku KDRT? 

 

Yogyakarta, 6 Maret 2014 
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INTERVIEW GUIDE 

Ketua Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sekar Melati  

 

1. Apasaja sih tugas dan tanggung jawab LK3 Sekar Melati? 

2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya KDRT di wilayah Kota 

Yogyakarta yang telah ditangani LK3 Sekar Melati? 

3. Apasaja bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di Kota 

Yogyakarta yang telah ditangani LK3 Sekar Melati? 

4. Apakah ada kerjasama LK3 Sekar Melati dengan Polresta Yogyakarta dalam 

hal penanganan KDRT? 

5. Bagaimana bentuk perlindungan yang bisa dilakukan LK3 Sekar Melati 

terhadap korban KDRT? 

6. Bagaimana bentuk pengamanan yang dilakukan LK3 Sekar Melati terhadap 

pelaku KDRT? 

7. Apa kendala yang dialami LK3 Sekar Melati selama menerima konsultasi 

dari korban KDRT? 

 

Yogyakarta, 8 April 2014 
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